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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana  

1.  Pengertian Tindak Pidana  

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda yaitu Strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan 

feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau 

boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.1 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis 

normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau 

kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah 

perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.2 

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar 

hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh 

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-

undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana 

tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.3 

                                                           
1  Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69 
2  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10 
3  Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35 
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Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana 

akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana 

dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut. 

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah 

pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum 

ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-

undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. 

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana 

oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya 

dilarang dengan ancaman pidana.4 

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu 

dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) 

berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. 

Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, dengan 

demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang 

yang dimaksud dengan strafbaar feit itu.  

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari 

istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaaman pendapat tentang 

rumusan ilmiah strafbaar feit itu sendiri. Pembentuk undang – undang Indonesia 

                                                           
4  Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, 

Universitas Lampung, 2009, Hlm 70 
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telah menerjemahkan perkataan strafbaar feit sebagai tindak pidana di dalam Kitab 

Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai 

yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut.5  

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau 

delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum 

berikut ini :  

Menurut Pompe perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan 

sebagai  “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan 

sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana 

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai de normovertreding 

(verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de 

bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartigining van 

het algemeen welzijn”.6 

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak 

pidana (straafrechtfeit), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas 

legalitas (principle of legality) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “Nullum 

Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali”, adalah “Tidak ada perbuatan 

yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam 

perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam 

                                                           
5  Ibid., Hlm 15 
6  P.A.F. Lamintang, Op., cit, Hlm 185 
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Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali 

atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”. 

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai suatu 

“tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 

dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya 

dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 

dihukum”.  

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :7 

1. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ harus 

terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – 

undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam 

itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 

2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus 

memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam 

undang-undang. 

3. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau 

kewajiban menurut undang – undang itu, pada hakikatnya merupakan 

suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “onrechmatige 

handeling”.  

                                                           
7  Diakses pada : http://www.pengantarhukum.com, Tanggal 13 Januari 2018, Pukul 13.30 Wib 

http://www.pengantarhukum.com/
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 Van Hammel merumuskan sebagai berikut “straafbar feit adalah kelakuan 

orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan 

hukum, yang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan”.8 van 

Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang 

yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan strafbaar itu berarti 

voor straf in aanmerking komend atau straf verdienend yang juga mempunyai arti 

sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti yang terlah 

digunakan dalam Undang – Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah 

diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu 

membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “feit terzake van hetwelk een 

persoon strafbaar is”.9 

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar 

elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai 

pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang 

dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau 

sebagai “de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte 

neit noodzakelijk wordt geacht.”  

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang – undangan 

meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak 

menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan 

                                                           
8  Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 33 
9  Diakses pada : http://www.pengantarhukum.com, Tanggal 13 Januari 2018, Pukul 13.30 Wib 

http://www.pengantarhukum.com/
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keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa 

tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak – gerik atau sikap jasmani seseorang, hal 

mana lebih dikenal dalam tindak – tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan 

juga sering dipakai “ditindak”.10 

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan 

atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan 

unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang 

atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu 

merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu 

dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi 

Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai 

perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.11 

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat 

dalam beberapa macam, antara lain :12 

a. Orang yang melakukan (dader plagen)  

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam 

suatu perbuatan tindak pidana.  

b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)  

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 

(dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh 

melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, 

akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk 

melakukan tindak pidana.  

 

                                                           
10  Ibid., Hlm 60 
11  Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, Hlm 

37 
12  Ibid., Hlm 38 
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c. Orang yang turut melakukan (mede plagen)  

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal 

ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana 

yairu dader plagen dan mede plagen.  

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, 

memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja 

membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana. 

 

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu 

sebagai berikut :13 

a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.  

b. Orang yang melanggar larangan itu. 

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat 

disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang 

mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka 

penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.  

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua 

macam unsur, yaitu unsur – unsur subjektif dan unsur – unsur subjektif. Yang 

dimaksud dengan unsur – unsur subjektif itu adalah unsur – unsur yang melekat pada 

diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya 

yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur – unsur subjektif dari 

sesuatu tindak pidana adalah :14 

 

 

                                                           
13  Ibid., Hlm 39 
14  Diakses pada : http://www.pengantarhukum.com, Tanggal 13 Januari 2018, Pukul 13.30 Wib 

http://www.pengantarhukum.com/
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1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 

dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. 

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di 

dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan 

dan lain-lain. 

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 

misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 

340 KUHP. 

5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam 

rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.  

Sedang yang dimaksud dengan unsur – unsur objektif adalah unsur – unsur 

yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan 

mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari 

suatu tindak pidana itu adalah :15  

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid. 

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai 

negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 

“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” 

di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 

dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.  

 

                                                           
15  Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, 

Hlm 22 
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 Perlu kita ingat bahwa unsur weederrechtelijk itu harus dianggap sebagai 

disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk 

undang – undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik 

yang bersangkutan.  

2.  Unsur-Unsur Tindak Pidana  

  Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi 

beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki 

perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana 

dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :16 

a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau 

berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan 

dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi: 

1. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);  

2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;  

3. Ada atau tidaknya perencanaan; 

b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan 

lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada 

diluar batin si pelaku.  

1. Memenuhi rumusan undang-undang; 

2. Sifat melawan hukum;  

3. Kualitas si pelaku;  

4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan 

akibatnya.  

 

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor 

yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si 

pelaku atau faktor lingkungan. 

                                                           
16  Moeljatno, Op.,cit, Hlm 56 
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Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :17 

1. Unsur Tingkah Laku  

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu 

perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah 

laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak 

pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (handelen) juga dapat 

disebut perbuatan materiil (materiil feit) dan tingkah laku pasif atau 

negatif (natalen). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku 

untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau 

gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah 

laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas 

tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam 

keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak 

berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan 

kewajiban hukumnya.  

2. Unsur Sifat Melawan  

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau 

terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-

undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat 

(melawan hukum materiil).  

3. Unsur Kesalahan  

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau 

gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena 

itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.  

4. Unsur Akibat Konstitutif  

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil 

(materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat 

selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat 

sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan 

syarat dipidananya pembuat.  

5. Unsur Keadaan yang Menyertai  

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang 

berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan 

dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan 

tindak pidana dapat :  

a. Mengenai cara melakukan perbuatan;  

b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;  

c. Mengenai obyek tindak pidana;  

 

 

                                                           
17  Andi Hamzah, Op.,cit, Hlm 89 
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d. Mengenai subyek tindak pidana;  

e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;  

f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.  

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana  

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak 

pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang 

berhak mengadu.  

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana  

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana 

yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa 

adanya unsur ini.  

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana  

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah 

perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini 

tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum 

dan si pembuat tidak dapat dipidana. 

 

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya 

unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.  

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain :18 

a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan).  

b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).  

c. Melawan hukum (onrechtmatige).  

d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand).  

e. Orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person). 

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari 

unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian 

dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain : 

                                                           
18  Diakses pada : http://www.pengantarhukum.com, Tanggal 13 Januari 2018, Pukul 13.30 Wib 

http://www.pengantarhukum.com/
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a. Perbuatan (manusia).  

b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil). 

c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil). 

Didalam rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pidana 

nasional yang baru dalam Pasal 610 dan Pasal 611 dapat disimpulkan unsur-unsur 

tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagai betikut :19 

a. Orang yang menyimpan, mentransfer, menitipkan, menggibahkan, 

memindahkan, menginvestasikan, membayar uang atau kertas bernilai 

uang hasil dari kejahatan (korupsi, narkotika, kejahatan ekonomi, dan 

lain-lain).  

b. Orang yang menerima simpanan, transferan, titipa, hibah, modal 

investasi, pembayaran uang hasil dari kehajatan (korupsi, narkotika, 

kejahatan ekonomi, dan lain-lain). 

 

Berdasarkan uraian rancangan KUHP diatas, dapat disimpulkan bahwa yang 

dapat dihukum atas kejahatan ini bukan hanya penerima uang kotor saja, tetapi juga 

pelakunya sehingga terjadi double punishment, yaitu hukuman yang tidak hanya 

dijatuhkan terhadap kejahatan pokoknya saja tetapi juga kejahatan menyimpan uang 

kotor tersebut. 

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, 

yaitu antara lain :20 

a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak 

berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.  

 

 

 

                                                           
19  Yesmil Anwar & Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm 283 
20  Ibid., Hlm 37 
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b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum 

apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur 

perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang 

telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak 

pidana.  

c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur 

tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah 

dilakukan.  

d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu 

harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan 

tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, 

mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. 

Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan 

karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki 

oleh undang-undang.  

e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat 

ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari 

pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. 

 

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus 

benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut 

dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi 

apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu 

tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 

dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur 

yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi : 

a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat 

sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 

KUHP). 

b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam 

delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya 
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pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan 

lain-lain.  

c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu 

harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan 

dengan tegas dalam perumusan. 

Dari rumusan unsur-unsur diatas, terdapat beberapa unsur lainnya yang 

menentukan sifat tindak pidana yaitu memerlukan hal-hal objectif yang 

menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (pasal 

281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP) dan tindak 

pidana tersebut harus dilakukan di muka umum (masyarakat). 

a. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-

delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat 

tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas 

kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana 

penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan 

luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara 

paling lama 12 (dua belas) tahun.  

b. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan 

sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan 

Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang 

(Pasal 123 KUHP). 
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Selain unsur objektif, terdapat juga unsur subjektif dalam tindak pidana, unsur 

ini meliputi : 

a. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran 

kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 

KUHP), pembunuhan (Pasal 338). 

b. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan 

kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 

KUHP), dan lain-lain. 

c. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau 

poging (Pasal 53 KUHP). 

d. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 

KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan 

lain-lain. 

e. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini 

terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh 

anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana 

(Pasal 342 KUHP). 

Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, 

karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan 

atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. 
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3.  Jenis Tindak Pidana  

  Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana 

dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah 

rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas 

apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. 

Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini 

benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan 

keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru 

disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai 

delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat 

karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.21 

  Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana 

materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya 

dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap 

selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa 

mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan 

pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak 

pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang 

dilarang itu telah terjadi. 

  Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana 

berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan 

                                                           
21  Mahrus Ali, Op.,cit, Hlm 101 
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satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak 

pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, 

misalnya penadahan. 

  Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan 

adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan 

dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, 

yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik 

yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. 

Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan 

keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan 

untuk penuntutannya.22 

  Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II 

dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak 

mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-

undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana 

karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T 

(Memorie van Toelichting) yang dikutib oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah 

“rechtsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam 

undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagi perbuatan yang 

bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “wetsdelicten” yaitu 

                                                           
22  Ibid., Hlm 103 
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perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah 

ada ketentuan yang menentukan demikian.23 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan 

pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku 

II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif 

lebih berat dari pada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :24 

a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan 

percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.  

b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana 

kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak 

pidana pelanggaran tidak dipidana.  

c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana 

menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan 

dalam pelanggaran tidak berlaku.  

d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya 

diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum 

Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.  

e. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan 

pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.  

f. Dalam hal perbarengan perbuatan (concursus), system penjatuhan pidana 

dalam concursus kejahatan menggunakan sistem absorbsi yang 

diperberat, sedangkan dalam concursus pelanggaran menggunakan sistem 

kumulasi murni. 

 

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik 

beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan 

rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak 

dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP 

                                                           
23  Ibid., Hlm 71 
24  Ibid., Hlm 73 



43 
 

tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil 

barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut. 

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan 

dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak 

pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan 

perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang 

Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” 

orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 

KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang 

dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan 

pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan 

akibat yang dilarang.25  

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan 

dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan 

Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau 

banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam 

perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang 

mati atau luka. 

Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. 

Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya 

gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 

                                                           
25  Ibid., Hlm 76 
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KUHP. Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat 

sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu 

kewajiban hukum.26 Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang 

yang perlu ditolong. 

Terdapat delicta commisionis perommisionem commissa yaitu delik-delik 

yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak 

berbuat. Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya, 

lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 

KUHP.27 

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau 

keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran 

nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah 

tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan 

dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.  

Tindak Pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh 

semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. 

Tindak Pidana Propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang 

yang berkualitas tertentu.28 Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang 

menggugurkan kandungannya sendiri. 

                                                           
26  Ibid., Hlm 129 
27  Ibid., Hlm 76 
28  Ibid., Hlm 131 
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Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua 

unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan 

kata lain terkandung pengertian yurudis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 

tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan 

menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan 

unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.  

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka 

ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam 

pasal bentuk pokoknya.  

Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan 

berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), 

contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang 

dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang 

memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu). 

B.  Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi  

1.  Defenisi Tindak Pidana Korupsi  

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, corruptio. Kata 

ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu corrumpere yang artinya busuk, rusak, 

menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Pengertian korupsi dalam Kamus 

Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk 

kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.  
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Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: 

corruptio = penyuapan; corruptore = merusak) gejala dimana para pejabat, badan–

badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan 

serta ketidakberesan lainnya.29 

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan 

arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah 

penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang 

menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari defenisi yang 

dikemukakan antara lain berbunyi: “financial manipulations and deliction injurious 

to the economy are often labeled corrupt (manipulasi dan keputusan mengenai 

keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan 

korupsi)”.30 

Selanjutnya ia menjelaskan“the term is often applied also to misjudgements 

by officials in the public economies (istilah ini sering juga digunakan terhadap 

kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum)”. 

 Dikatakan pula “disguised payment in the form of gifts, legal fees, 

employment, favors to relatives, social influence, or any relationship sacrafices the 

public and welfare, with or without the implied payment of money, is ususally 

considered corrupt (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos 

administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh 

                                                           
29  Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 7 
30  Ibid., Hlm 9 
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kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan 

kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai 

perbuatan korupsi)”.31  

Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan political 

corruption (korupsi politik) adalah : “electoral corruption includes purchase of vote 

with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and 

interference with administrative of judicial decision, or governmental appointment 

(korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji 

dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan 

campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupso dalam jabatan melibatkan 

penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang 

menyangkut pemerintahan)”. 

 Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan Black Law Dictionary 

“Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with 

official duty and and the rights of others. The act of an official of fiduciary person 

who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit 

for himself or for another person, contrary to duty and the right of others” yang 

artinya “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan 

beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran – 

kebenaran lainnya.  

                                                           
31  Ibid., Hlm 11 
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Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang 

mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan 

untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran – 

kebenaran lainnya”.32 

 Menurut Transparency International, korupsi merupakan “korupsi sebagai 

perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar 

dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan 

dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada 

mereka”.  

2.  Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi  

 Menurut buku KPK tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam. 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 

a.  Perbuatan yang Merugikan Negara  

 Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :  

1. Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan 

negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 

PTPK). 

 

                                                           
32  Surachmin & Suhandi Cahaya, Strategi & Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm 26 
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2. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan 

negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan 

jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur 

penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki 

karena jabatan atau kedudukan.  

b.  Suap – Menyuap  

 Suap – menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang 

atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh menyuap 

pegawai negei yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan 

suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :  

1. Pasal 5 ayat (1) UU PTPK. 

2. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK. 

3. Pasal 5 ayat (2) UU PTPK. 

4. Pasal 13 UU PTPK. 

5. Pasal 12 huruf a PTPK. 

6. Pasal 12 huruf b UU PTPK. 

7. Pasal 11 UU PTPK. 

8. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK. 
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9. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK. 

10. Pasal 6 ayat (2) UU PTPK. 

11. Pasal 12 huruf c UU PTPK. 

12. Pasal 12 huruf d UU PTPK.  

c.  Penyalahgunaan Jabatan  

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang 

pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan 

laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain 

menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri 

dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaiamana rumusan Pasal 8 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal – pasal 

lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain yaitu :33  

1. Pasal 9 UU PTPK. 

2. Pasal 10 huruf a UU PTPK. 

3. Pasal 10 huruf b UU PTPK. 

4. Pasal 10 huruf c UU PTPK.  

 

 

                                                           
33  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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d.  Pemerasan  

 Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 

yaitu :  

1. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau 

kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian 

berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :  

a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai 

kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi 

atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan 

Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

b. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau 

masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari 

peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang 

mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2 Pemerasan yang di lakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang 

lain. Korupsi jenis ini di atur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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e.  Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan  

     Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh 

pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, 

yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang 

mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang 

dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri 

yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga 

termasuk dalam jenis korupsi ini.  

f.  Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan  

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau 

jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang 

ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi 

yang disebut dengan tender.  

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau 

kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, 

maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang 

menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak 

sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan 

sebagai korupsi. 

g.  Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)  

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang 

diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan 
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kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi 

dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, 

biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.  

 Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12C, yang menentukan “Pegawai 

Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau 

patut di dugabahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena 

telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan 

dengan jabatannya”.34  

3.  Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi  

  Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan 

orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat 

pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana 

Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang 

yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 

                                                           
34  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu 

milyar rupiah)”.35 

  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat 

dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah 

keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap 

dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan keadaan bahaya, bencana 

alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, 

penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana 

korupsi.36 

  Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain :37 

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. 

Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau 

kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan 

badan hukum, terdapat pada ketentua umum Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat (1).  

                                                           
35  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
36  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
37  Ibid., Hlm 11 
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2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan 

dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-

undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana). Buku kesatu, aturan umum BAB 1 (satu). Batas-batas 

berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan Pasal 1 ayat (1) 

suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan 

ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.  

3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 

merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit 

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan 

bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang 

lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi 

merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara. 

 

C.  Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Atau (Money 

Laundering) 

1.  Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang Atau (Money Laundering) 

 Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “money 

laundering”. Jika melihat pengertian money laundering yang diartikan secara terpisah 

akan mendapatkan kata money dan laundering. “Money adalah uang “dan arti 

Laundering berasal dari kata dasar Laundry (verb). “Laundry adalah pencucian; 

cucian”.38 

                                                           
38  S. Wijowasito Wasito, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris Dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan, C.V Hasta, Malang, 2010, Hlm 117 
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Kata Money laundering jika digabungkan akan menjadi suatu istilah dan akan 

memperoleh pengertian sebagai kata kerja (verb) yaitu “Pencucian Uang” yang 

diartikan lebih luas lagi adalah uang yang telah dicuci, dibersihkan, atau diputihkan. 

Pencucian uang atau money laundering menurut S.R. Sjahdeini memberikan 

pengertian yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh 

seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak 

pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang 

tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan 

terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut 

kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.39 

Menurut Black Law Dictionary pencucian uang (money laundering) diartikan 

sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil 

dari korupsi, transaksi obat bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran 

yang legal/sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditelusuri.40  

M. Giovanoli dari Bank for International Settlement mengatakan bahwa 

pencucian uang merupakan salah satu proses, yang dengan cara itu aset terutama aset 

tunai yang diperoleh dari tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga 

aset tersebut seolah-olah dari sumber yang sah.41 

                                                           
39  Tri Andrisman, Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 

2010, Hlm 98 
40  Bambang Setioprojo, Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan, Jurnal Hukum 

Bisnis, volume 3, Jakarta, 2011, Hlm 9 
41  Ibid, Hlm 10 
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Secara umum pencucian uang dapat dirumuskan sebagai suatu proses dimana 

seseorang menyembunyikan penghasilannya yang berasal dari sumber ilegal dan 

kemudian menyamarkan penghasilan tersebut agar tampak legal (money laundering is 

the proces by which once conceals the existence of it’s illegalssources, or it illegal 

application of income and the disquises that income, to makeit appear legimate). 

Dengan perkataan lain perumusan tersebut berarti suatu proses merubah uang haram 

(dirty money) atau uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi halal (legimate 

money).42  

Menurut Pamela H. Bucy pencucian uang adalah “money laundering is the 

concealment of existence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner that 

the funds will appear legitimate if discovered” Pengertiannya Pencucian uang adalah 

penyembunyian keberadaan, sifat sumber illegal dana terlarang dengan cara 

sedemikian rupa sehingga dana akan tampak sah jika ditemukan. 

Menurut Welling (Sarah N Welling) pencucian uang adalah “money 

laundering is a process by wich one conceals the existence, illegal source, or illegal 

application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate” 

Pengertiannya Pencucian uang adalah suatu proses dalam keadaan menyembunyikan, 

sumber illegal, aplikasi pendapatan illegal, dan penyamaran pendapatan agar terlihat 

sah/legal. 

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang 

perubahan atas Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

                                                           
42  Suparapto, Money Laundering, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm 8 
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Pencucian Uang, pengertian money laundering adalah “Perbuatan menempatkan, 

mentransfer, membayarkan, membelanjakan, mengibahkan, menyumbangkan, 

menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta 

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan 

maksud menyembunyikan, atau menyamarkan asal–usul harta kekayaan sehingga 

seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.43 

2.  Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) 

Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Istilah money 

laundering pertama kali muncul sekitar tahun 1920-an semasa para mafia di Amerika 

Serikat mengakuisisi usaha mesin pencuci otomatis (Laundromats) setelah mereka 

mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan ilegal seperti pemerasan, 

prostitusi, perdagangan minuman keras dan narkoba. Oleh karena anggota mafia 

ketika itu diminta untuk menunjukkan sumber-sumber dananya yang sangat banyak 

tersebut, maka mereka melakukan praktek pencucian uang untuk mengaburkan asal-

usulnya. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan membeli perusahaan 

yang sah (Laundromats), kemudian menggabungkan uang haram dengan uang yang 

diperoleh secara sah dari kegiatan usaha Laundromats. Alasan pemanfaatan usaha 

Laundromats tersebut adalah karena hasil dari tindak pidana yang mereka lakukan 

sejalan dengan hasil kegiatan usaha Laundromats yaitu berupa uang tunai (cash). 

                                                           
43  Bismar Nasution, Rejim Anti – Money laundering Di Indonesia, Books Terrace & Library Pusat 

Informasi Hukum Indonesia, Bandung, 2005, Hlm 18 
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Cara seperti itu ternyata memberikan keuntungan besar dan sangat menjanjikan bagi 

pemimpin gangstar sekaliber Al Capone.44 

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang seiring dengan 

berkembangnya bisnis haram, seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang 

mencapai miliaran rupiah, karenanya kemudian muncul istilah “narco dollar” yang 

berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotik.45 

Semula pandangan beberapa negara utama Amerika Serikat (leading country 

to combat laundering) melihat kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang 

merupakan strategi jitu untuk memberantas berbagai kejahatan yang sulit ditangkap 

pelakunya, seperti korupsi atau sindikat narkotika.  

Maka dimunculkan strategi untuk menanggulangi kejahatan yaitu dengan 

menghadang hasil kejahatannya. Bahkan, pertama kali pencucian uang diatur di 

Amerika Serikat tahun 1986 karena saat itu Amerika Serikat kewalahan 

menanggulangi kejahatan perdagangan gelap narkotika (illict drug trafficking) yang 

amat merugikan keuangan Negara.46 

Kejahatan pencucian uang adalah suatu kejahatan yang berdimensi 

internasional sehingga penaggulangannya harus dilakukan secara kerja sama 

internasional, prinsip dasar pencucian uang adalah menyembunyikan sumber dari 

segala pencucian uang dari aktivitas ilegal dengan melegalkan uang tersebut. Untuk 

                                                           
44  Rijanto Sastraadmodjo, Sumber Keuangan Rahasia dan Seluk Beluknya, PT. Abadi Jaya, Jakarta, 

2004, Hlm 95 
45  Adrian Sutedi, Op., cit, Hlm 1 
46  Chaikin, Money Laundering, Crm. L.R Vol 2 No.3, Spring, Jakarta, 2004, Hlm 417 
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melaksanakan hal tersebut uang diisyaratkan disalurkan melalui suatu penyesatan 

(imaze) guna menghapus jejak peredarannya dan orang-orang yang mempunyai uang 

tersebut menyalurkan bisnis yang fiktif yang tampaknya sebagai sumber 

penghasilan.47 

Sepanjang penyimpangan, investasi, penghibahan dan sebagainya uang itu di 

dalam negeri, penelusuran masih lebih mudah, meskipun dengan mengadakan 

ketentuan-ketentuan khusus dalam pengumpulan bukti-bukti atau barangbarang bukti 

dengan penuntutan serta dalam pemeriksaan peradilan. Namun apabila uang kotor itu 

dicucikan ke luar negeri, maka penelusurannya memerlukan bantuan atau kerjasama 

atau dengan Interpol asing. Sejauh uang itu hasil kejahatan narkotika, maka telah ada 

perangkat pengaturannya yaitu adanya “Convention Against IllictTraffic in Narcotic 

Drugs and Psychotropic Substance” dimana money laundering dikualifikasikan 

sebagai kejahatan Internasional.48 

Perkembangan masyarakat modern pun berpengaruh terhadap perkembangan 

modus-modus kejahatan. Kejahatan pada saat ini telah menjadi sarana untuk 

mengambil keuntungan ekonomis sehingga kejahatan seperti ini disebut dengan jenis 

kejahatan dengan motif ekonomi. Nilai ekonomis dari suatu barang/aset hasil tindak 

pidana merupakan "darah segar" bagi kejahatan itu sendiri. Oleh karenanya, kini 

dikenal bahwa harta kekayaan hasil suatu tindak pidana adalah darah bagi 

                                                           
47  N.H.T Siahaan, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Mengurai Undang-Undang No 15 

Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, Hlm 7 
48  Andy Hamzah, Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan Edisi 1, Akademik Pressindo, 

Jakarta, 2008, Hlm 56 
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berlangsungnya aktivitas kehidupan kejahatan, terutama kejahatan yang tergolong 

luar biasa. 

Kejahatan dengan motif ekonomi seperti yang dimaksud diatas terus 

berkembang tidak hanya sebagai jenis kejahatan kerah putih (white collar 

crime) belaka yang banyak melibatkan orang-orang terpelajar, bahkan saat ini telah 

menjadi suatu kejahatan serius yang terorganisir (well-organized crimes), 

memanfaatkan kecanggihan teknologi (advanced technology means), serta telah 

bersifat lintas batas yurisdiksi suatu negara (international crimes). 

Khusus kejahatan yang termasuk jenis seperti ini, selain menghasilkan banyak 

harta kekayaan sekaligus juga membutuhkan banyak uang atau dana untuk 

membiayai tindak kejahatannya dan peralatan-peralatannya, baik sarana maupun 

prasarana pendukung untuk melakukan kejahatan. Sedangkan di Indonesia 

Penanganan tindak pidana pencucian uang dimulai sejak disahkannya Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu 

tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan 

kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, 
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dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi 

pidana dan/atau sanksi administratif. 

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena 

peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang 

timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya 

pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, 

keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta 

kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini. 

Indonesia menganut sistem devisa bebas, sebuah keadaan yang menimbulkan 

efek setiap orang bebas mengendalikan lalu lintas valuta asingnya, baik itu 

memasukan atau membawa ke luar dari wilayah yurisdiksi negara Indonesia. 

Ketentuan tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1982 tentang 

Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu lintas Devisa. Pada konsepnya Peraturan 

Pemerintah No 1 Tahun 1982 dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi 

pembangunan nasional, atau dengan kata lain, dengan adanya peraturan tersebut 

diharapkan mampu menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia, namun ternyata konstelasi tersebut juga menimbulkan akses negatif di lain 

sisi, yaitu pesatnya pertumbuhan terjadinya money laundering atau pencucian uang.49 

Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah 

                                                           
49  N.H.T Siahaan, Op., cit, Hlm 23 
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dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang, serta dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sangat perlu 

dikeluarkan untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar 

internasional. 

3.  Objek Pencucian Uang  

Objek dari Pencucian Uang menurut Sarah N. Welling, money laundering 

dimulai dengan adanya Dirty money atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut 

Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, cara pertama ialah melalui 

pengelakan pajak (tax evasion). Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah 

memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada 

pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya 

diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar 

hukum.50 

4.  Tujuan Pencucian Uang  

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan diantaranya yaitu : 

Pertama : menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. 

Hal ini bertujuan agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan 

secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang berwajib atau juga agar tidak 

dicurigai banyak orang. 

                                                           
50  Sutan Remy Sjahdeidi, Op., cit, Hlm 7 
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Kedua : menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Pelaku kejahatan ingin 

melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara “menjauhkan” diri 

mereka sendiri dari uang atau harta kekayaan, misalnya dengan 

menyimpannya atas nama orang lain. 

Ketiga : Meningkatkan keuntungan. Pelaku kejahatan bisa saja mempunyai beberapa 

usaha lain yang legal. Seringkali, uang hasil kejahatan disertakan ke dalam 

perputaran usaha-usaha mereka yang sah tersebut. Akibatnya, uang hasil 

kejahatan bisa melebur ke dalam usaha atau bisnis yang sah, menjadi lebih 

sulit terdeteksi sebagai hasil kejahatan, dan juga dapat meningkatkan 

keuntungan bisnis yang sah tersebut. 

5.  Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang 

  Terdapat beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, tahapan tersebut 

antara lain : 

1. Placement (penempatan)  

Pada tahap penempatan bentuk uang dirubah karena sebagian besar 

aktivitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), 

bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme 

penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, 

contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba 

didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk 
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uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang 

telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang.51 

2. Layering (penyelubungan, pelapisan)  

Setelah pencucian uang berhasil melakukan tahap placement, tahap 

berikutnya adalah layering atau disebut pula haevy soaping. Dalam tahap ini 

pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu 

dari sumbernya.52  

Adapun hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari 

satu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain 

sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara 

memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan 

beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh 

otoritas moneter atau oleh para penegak hukum. 

3. Integration (pengintegrasian)  

Dalam tahap ini dapat dikatakan juga bahwa pelaku menggabungkan dana 

yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah sehingga lebih 

sulit untuk memisahkan keduanya. Setelah mencapai tahap ini, pelaku kejahatan 

bebas menggunakan dana tersebut dengan berbagai cara. Hasil kejahatan ini bisa 

diinvestasikan kembali kedalam kegiatan kriminal dan kemudian digunakan 

                                                           
51  Tb. Irman S, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Cetakan 1, MQS Publishing, Bandung, 2010, 

Hlm 41 
52  Sutan Remy Sjahdeidi, Loc.,cit 
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untuk melakukan kejahatan lain seperti terorisme. Dana ilegal juga dapat 

digunakan untuk berinvestasi dalam perekonomian yang sah.53 

6.  Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang  

Dalam melaksanakan pencucian uang, modus operandi yang biasa dilakukan 

dengan beberapa cara yakni :54 

1. Melalui kerja sama modal  

Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut 

masuk kembali dalam bentuk kerjasama modal (Joint Venture Project). 

Keuntungan inventasi tersebut harus diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha 

lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih karena 

tampaknya diolah secara legal, bahkan dikenakan pajak. 

2. Melalui agunan kredit  

Uang tunai diselundupkan ke luar negeri. Lalu disimpan di bank negara 

tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak. Dari bank tersebut 

ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian dilakukan 

peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Uang 

hasil kredit ditanamkan kembali ke asal uang haram tadi.  

3. Melalui perjalanan luar negeri  

Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang berada di 

negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke negara 

asalnya oleh orang tertentu. Seolah–olah uang tersebut berasal dari luar negeri.  

4. Melalui penyamaran usaha dalam negeri  

Dengan usaha tersebut maka didirikanlah perusahaan samaran, tidak 

dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak, tetapi kesannya uang 

tersebut telah menghasilkan uang bersih.  

5. Melalui penyamaran perjudian  

Dengan uang tersebut didirikan usaha perjudian. Tidak menjadi masalah 

apakah menang atau kalah. Akan tetapi akan dibuat kesan menang, sehingga ada 

alasan asal usul uang tersebut. Seandainya di Indonesia masih ada lottre atau 

sejenisnya yang lain, kepada pemilik uang haram dapat ditawarkan nomor 

menang dengan harga yang lebih mahal. Dengan demikian uang tersebut 

memberikan kesan kepada yang bersangkutan sebagai hasil kemenangan 

kegiatan perjudian tersebut.  

 

 

                                                           
53  Hanafi Amrani, Op., cit, Hlm 16 
54  Adrian Sutedi, Op., cit, Hlm 28 
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6. Melalui penyamaran dokumen  

Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, tetapi keberadaannya 

didukung oleh berbagai dokumen palsu atau yang diadakan, seperti membuat 

double invoice dalam jual beli dan ekspor impor, agar ada kesan uang tersebut 

sebagai hasil kegiatan luar negeri.  

7. Melalui pinjaman luar negeri  

Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut 

dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan-akan memberi 

kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit luar negeri. 

8. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri  

Uang secara fisik tidak kemana-mana, tetapi kemudian dibuat suatu 

dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Jadi pada kasus ini 

sama sekali tidak ada pihak pemberian pinjaman, yang ada hanya dokumen 

pinjaman yang kemungkinan besar adalah dokumen palsu. 

 

D.  Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan  

1.  Pengertian Kejaksaan  

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, 

khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan 

hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan 

Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, 

dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.55  

Mengacu pada Undang-Undang No 16 Tahun 2004 yang menggantikan 

Undang-Undang No 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I, Kejaksaan sebagai salah 

satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan 

supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, 

serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-

                                                           
55  Diakses pada : http://kejati-riau.go.id/, Tanggal 1 April 2018, Pukul 11.20 Wib 

http://kejati-riau.go.id/
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Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, 

tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).56  

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa 

Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi 

pada tiap provinsi. Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral 

dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan 

berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan 

di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. 

Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), 

karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat 

diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum 

Acara Pidana. 

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi 

pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara 

pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha 

Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha 

                                                           
56  Undang-Undang No 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No 5 Tahun 1991 

tentang Kejaksaan R.I 
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Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan 

tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan 

pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.  

2.  Sejarah Kejaksaan  

a.  Sebelum Reformasi  

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman 

kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah 

dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan 

tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata 

yang sama dalam Bahasa Sansekerta.57 

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa 

adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam 

Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas 

untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini 

dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan 

mengawasi para dhyaksa tadi. 

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang 

mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi 

(oppenrrechter). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan 

menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah 

seorang adhyaksa. 

                                                           
57  Diakses pada : http://kejati-riau.go.id/, Tanggal 1 April 2018, Pukul 11.20 Wib 

http://kejati-riau.go.id/
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Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa 

dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan 

pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam 

sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi) dan 

Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / 

Asisten Residen. Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung 

sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan 

pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain :58   

a. Mempertahankan segala peraturan Negara  

b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana  

c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang  

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam 

menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam 

Wetboek van Strafrecht (WvS).  

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi 

difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan 

tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, 

No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang 

pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hooin 

(pengadilan tinggi) dan Tihooo Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara 

resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk :  

                                                           
58  Diakses pada : http://kejati-riau.go.id/, Tanggal 1 April 2018, Pukul 11.20 Wib 

http://kejati-riau.go.id/
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1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran  

2. Menuntut Perkara  

3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.  

4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.  

 

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam 

Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan 

Undang-Undang Dasar 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk 

badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. 

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan 

Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, 

yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik 

Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.59   

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara 

terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak 

awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 

periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah 

ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja 

Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.  

                                                           
59  Diakses pada : http://kejati-riau.go.id/, Tanggal 1 April 2018, Pukul 11.20 Wib 

http://kejati-riau.go.id/
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Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar 

pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-

Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. 

Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang 

bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen 

Kejaksaan dilakukan Menteri atau Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi 

yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang 

Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam 

struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 

tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.60   

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan 

RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta 

tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 

tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.  

b.  Masa Reformasi  

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap 

pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam 

penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi 

Undang-Undang Tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan 

                                                           
60  Diakses pada : http://kejati-riau.go.id/, Tanggal 1 April 2018, Pukul 11.20 Wib 

http://kejati-riau.go.id/
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diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut 

gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan 

yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak 

lainnya.61 

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat 

(1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang 

melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain 

berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara 

(Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena 

hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan 

ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara 

Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan 

satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, 

Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan 

kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. 

Mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka  pelaksanaan kekuasaan 

negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan 

ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, bahwa 

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di 

                                                           
61  Diakses pada : http://kejati-riau.go.id/, Tanggal 1 April 2018, Pukul 11.20 Wib 

http://kejati-riau.go.id/
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bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, 

tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh 

kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam 

melaksanakan tugas profesionalnya.  

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah 

mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, 

yaitu :62 

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :  

a. Melakukan penuntutan;  

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap;  

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;  

d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang;  

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.  

 

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat 

bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau 

pemerintah. 

 

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan :  

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;  

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;  

c. Pengamanan peredaran barang cetakan;  

d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 

dan negara;  

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;  

f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.  

 

                                                           
62  Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I 
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Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa 

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di 

rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena 

bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat 

membahyakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang 

No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang 

tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain 

berdasarkan undang-undang.63 Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama 

dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. 

Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan 

dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya. 

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya 

berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-

lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif 

sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan 

hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. 

Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta 

badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain :64 

 

                                                           
63  Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I 
64  Diakses pada : http://kejati-riau.go.id/, Tanggal 1 April 2018, Pukul 11.20 Wib 

http://kejati-riau.go.id/
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1. Modus operandi yang tergolong canggih.  

2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya.  

3. Objeknya rumit (compilicated), misalnya karena berkaitan dengan 

berbagai peraturan.  

4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan.  

5. Manajemen sumber daya manusia.  

6. Perbedaan persepsi dan interprestasi (di kalangan lembaga penegak 

hukum yang ada).  

7. Sarana dan prasarana yang belum memadai.  

8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan 

serta pembakaran rumah penegak hukum.  

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan 

pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan 

dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 

yang lama yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi 

sehingga diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Dalam Undang-

Undang ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan 

sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan Undang-

Undang ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena 

tidak adanya Aturan Peralihan dalam Undang-Undang tersebut. Polemik tentang 

kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak 

bisa diselesaikan oleh Undang-Undang ini. 
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Akhirnya, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara 

tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang 

dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. 

Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan 

sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari 

kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi 

sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime.65 Karena itu, Undang-Undang No. 

30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi.  

Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-

masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan 

Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat. 

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan 

dan penuntutan. Tenaga penyidiknya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. 

Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional 

Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara 

pidana, antara lain di bidang penyidikan.   

3.  Doktrin Kejaksaan 

Di Kejaksaan terdapat nilai dasar yang bersumber dari amanah yang 

dipercayakan kepada Kejaksaan Republik Indonesia, yang menimbulkan kewajiban 

                                                           
65  Diakses pada : http://kejati-riau.go.id/, Tanggal 1 April 2018, Pukul 11.20 Wib 

http://kejati-riau.go.id/
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serta tanggung jawab pada setiap warga Kejaksaan. Warga Kejaksaan berkewajiban 

untuk menjaga perilaku sebagai patriot tanah air dan bangsa untuk melaksanakan 

tugas serta wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. 

Dharma Bakti warga Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan kepada 

Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan 

konstitusional, undang-undang tentang Kejaksaan sebagai landasan struktural dan 

peraturan perundang-undangan lainnya sebagai landasan operasionalnya. Pelaksanaan 

Dharma Bakti harus disertai pemahaman yang mendalam atas ciri hakiki Kejaksaan 

yang tunggal, mandiri dan mumpuni.66 

Guna memungkinkan Dharma Bakti terwujud dengan sempurna, disusunlah 

doktrin Kejaksaan yang disebut “Tri Krama Adhyaksa”. Tri Krama Adhyaksa 

menjadi pedoman yang menjiwai setiap warga Kejaksaan dan terwujudlah dalam 

sikap mental yang terpuji. Sikap mental yang terpuji dimaksud terbagi kedalam :67 

1. SATYA : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada 

sesama manusia. 

2. ADHI : Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa 

tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa,  keluarga dan sesama 

manusia. 

3. WICAKSANA : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya 

dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. 

 

Dengan adanya doktrin tersebut, setiap warga Kejaksaan harus senantiasa 

bertindak dengan benar, tepat, yang sebenarnya (correct) dan didalam 

                                                           
66  Diakses pada : http://kejati-riau.go.id/, Tanggal 1 April 2018, Pukul 11.20 Wib 
67  Peraturan Jaksa Agung No: 011/A/JA/01/2015 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik 

Indonesia Tahun 2015-2018 

http://kejati-riau.go.id/
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pelaksanaannya terpancar nilai-nilai luhur yang dikandung Pancasila. Dan nilai-nilai 

luhur Pancasila yang harus terpancar dalam penegakan hukum yakni : 

1. Setiap manusia harus dimungkinkan sebagai makhluk Tuhan yang 

dapat berusaha serta berbuat menjadi manusia yang beriman dan 

takwa serta terpelihara budi pekerti dan moralnya yang luhur. 

2. Setiap manusia harus diperlakukan sebagai makhluk Tuhan dengan 

sentuhan perasaan manusiawi adil dan beradab dalam pancaran keEsa-an 

Tuhan. 

3. Seluruh warga negara diperlakukan sama dalam hak dan 

kewajibannya berlandaskan norma dan nilai-nilai hukum yang 

hidup serta dihormati di seluruh nusantara. 

4. Penegakan hukum merupakan manifestasi pelaksanaan kehendak 

rakyat yang disampaikan melalui perangkat dan lembaga demokrasi. 

5. Penegakan hukum harus dapat menerjemahkan makna keserasian, 

keselarasan, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara 

keadilan dan kepastian hukum. 

 

Dalam pelaksanaan pengawasan, nilai dasar tersebut merupakan salah satu 

tolok ukur untuk menilai perbuatan, tingkah laku, ucapan, serta kinerja yang 

dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan.  

Pelaksanaan Pengawasan yang berlaku bagi seluruh Lembaga Negara, 

Kementrian dan Non Kementerian didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-

undangan. Kejaksaan RI sebagai organisasi/lembaga Negara yang diberikan tugas 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia, telah memiliki ketentuan internal terkait dengan 

penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kejaksaan RI yaitu Peraturan Jaksa 

Agung RI Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang 

Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI. 
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4.  Visi Dan Misi Kejaksaan  

Visi Kejaksaan yaitu : 

Mewujudkan Kejaksaan Sebagai Lembaga Penegak Hukum Yang 

Melaksanakan Tugasnya Secara Independen Dengan Menjunjung Tinggi Hak Asasi 

Manusia Dalam Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.68 

Misi Kejaksaan yaitu : 

1. Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan hukum. 

2. Optimalisasi pemberantasan korupsi kolusi nepotisme dan penuntasan 

pelanggaran hak asasi manusia. 

3. Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum 

dengan mengingat norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam 

masyarakat. 

 

5.  Struktur Organisasi Kejaksaan  

Struktur Organisasi Kejaksaan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

Bagan 2.1  

Struktur Organisasi Kejaksaan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kejaksaan R.I 

                                                           
68  Peraturan Jaksa Agung No: 011/A/JA/01/2015 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik 

Indonesia Tahun 2015-2018 
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Uraian Tugas Kejaksaan yaitu : 

Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan tugas berdasarkan struktur 

organisasi yang telah diperbaharui dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 

009/a/Ja/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 

yaitu :69 

1. Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan 

yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang 

Kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Jaksa agung 

dibantu oleh seorang Wakil Jaksa agung dan beberapa orang Jaksa agung 

Muda serta seorang Kepala Badan yaitu :  

a. Jaksa agung Muda pembinaan,  

b. Jaksa agung Muda Intelijen,  

c. Jaksa agung Muda Tindak pidana umum, 

d. Jaksa agung Muda Tindak pidana Khusus,  

e. Jaksa agung Muda perdata dan Tata usaha negara,  

f. Jaksa agung Muda pengawasan dan 

g. Kepala Badan pendidikan dan pelatihan. 

2. Wakil Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang membantu Jaksa 

agung dalam melaksanakan tugas dan mewakili Jaksa agung dalam hal 

Jaksa agung berhalangan, serta tugas lain yang diberikan Jaksa agung. 

3. Jaksa Agung Muda Pembinaan melaksanakan tugas dan wewenang 

meliputi pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana 

dan prasarana, organisasi dan ketatalak-sanaan, kepegawaian, keuangan, 

pengelolaan kekayaan milik negara, pertimbangan hukum, penyusunan 

peraturan perundang-undangan, kerjasama luar negeri, pelayanan dan 

dukungan teknis lainnya. 

4. Jaksa Agung Muda Intelijen melaksanakan tugas dan wewenang meliputi 

kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan 

pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik 

preventif maupun represif di bidang idelogi, politik, ekonomi, keuangan, 

social budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal 

terhadap orang-orang tertentu dan turut menyelenggarakan ketertiban dan 

ketentraman umum. 

 

                                                           
69  Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 009/a/Ja/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Kejaksaan Republik Indonesia 
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5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melaksanakan tugas dan 

wewenang dalam pengendalian perkara tindak pidana umum meliputi 

prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, 

pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap 

pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap 

pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.  

6. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melaksanakan tugas dan 

wewenang dalam pengendalian perkara tindak pidana tertentu dengan 

hukum acara khusus meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, 

pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan 

penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum 

tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana 

bersyarat dan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya. 

7. Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara melaksanakan tugas 

dan wewenang dalam pengendalian perkara keperdataan, tata usaha 

negara dan tata negara meliputi penegakan hukum, pengacara negara, 

pertimbangan hokum dan tindakan hukum lain kepada negara atau 

pemerintah, lembaga/badan negara, lembaga/ instansi pemerintah pusat 

dan daerah, Badan usaha Milik negara/Daerah untuk menyelamatkan, 

memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan 

negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. 

8. Jaksa Agung Muda Pengawasan melaksanakan tugas dan wewenang 

dalam pengendalian pengawasan internal secara efektif meliputi 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas 

kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan 

untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa agung sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

9. Badan Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan tugas dan wewenang 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, Dalam rangka penguatan 

dan pengembangan kemampuan dan profesionalisme aparatur kejaksaan. 
 

6.  Tugas dan Wewenang Kejaksaan 

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan yaitu :70 

Di Bidang Pidana : 

 

 

                                                           
70  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 



83 
 

1. Melakukan penuntutan. 

2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 

4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang. 

5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara : 

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di 

luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 

Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketenteraman Umum, Kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan :71 

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 

2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 

3. Pengawasan peredaran barang cetakan. 

4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 

dan negara. 

5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. 

6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 

 

 

  

                                                           
71  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 


